o, K

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-RO|ONG
KOTAMADYA SURABAJA '

menetapkan peraturan daerah sebagal bertkut ;

~Peraturan Daersh Kotamadya
padjak/ratribusi Dasrah dengan surat paks

o

b

Dalam Peratursn Dgir
Kotamadys Surabaja.

() Wadjib padial bu eah jang ¢ >3 Nwmﬂhﬁ Daersh
‘epat pada waktunjs, o J orah atay g ing ditundjuk olehnja diberi

surat-teguran untuk
batas waktu sel ;
tambshannja, jang diha

2)  Apabila didstam Pe an Daersh '_ ngkutan tidak ditetapkan _ﬁ_’!n:
maks didalam hal dimaksg (1) pawal W sipenunggak nakan .biaja teguran
sabes‘r KP- 2'50 (“‘ e - M & S ias -

Daerah,

(3)  Apabila didalam be ditentukan | at-teguran sipenunggak
tidak membajar sepe
maka dapat dikeluarks

Surat-paksa dibuat dan didjale : g'ngat pasal 30 sampai engan
pasal 40 Undang-undang Ne. Il Dre. 3 BUp 1957 (Lembaran Negara No. “‘m

|957) tentang peraturan umum padiak Das i gan :
Jndang-undang No. {2 Drt. tahun 1957 (Lembsran Negars No. 57 tshun i?S?)aﬂ-

kemudian hari dan dengan mempa;!akum'm 5 mu:@mnﬁ:‘o - ﬂuﬂ*g;:;
“uan dalam Undang-undang No. 19 rahun {Lembaran Negars No - un I
entang penagihan padjak Negara dengan surat-paksa, sebagaimana UW ity
«eizk masih akan diubsh danfatau dicambah. f il

Pasal 4,

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 37 Undang-¢ da
*t. tahun 1957 dan pasai 29 Undang-undang No. 12 Dre. tahun 1957, maka sipe~




S

nunggak padjak/retribusi Daerah, selain diwadjibkan membajar tunggakan dan tambahan.
tambzhaﬂg\p dimaksud dalam pasal 2 jang harus masuk Kas Dserah, diwadjibkan ﬁ
membajar ongkos? djuru-sita mendrut tarlp jang berlaku bagl djuru-sita Negéri.

Ongkos djuru-sita tersebut distas, mendjadl hak pribadi djuru-sita _
mend}ala:lfan“surn-paksa jang blrungknumﬁk disetorkan di Kas Daersh, H

Pasal 5. :
(1) Hatsil penagihan tunggakan padjak Daerzh, m Wﬂ surst-paksa harus dis
masukkan di Kas Dserah, dapat ‘lm; \bag:

a. tunggakan pokok padjsk dan .
blaja persiapan penet
kepadanja b .

b. danda, sep
<. biaja teguran

d. biaja penjusun
pasal 2 sub b
Staatsblad 1924 Ne.

(¥4} Sepandjang me
paksa jang harus masuk K
a. tunmkm-pokoi. \

aturan-peratusan |

b, biaja teguran;
€. biaja penjusunan s

{H Didalam mes Jja
belum/tidak ada peng

(2) Dijika dip:
Peraturan Dierah Inik

Peraturan Daerah Inl mulal berlaku lnd]sk saat pengundangannja.

Mengetahui : Surabaja. 30 Djanuari 1969,
Wallkota, Kepala Daerah Atss nama Dewan Perwakilan llam
Kotamadya Surabaja, Gotong-Rojong Kotamadya Surabaja
ud, Wk, Ketua,
(R. SCEKOT)O) red.
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MEMORI PENDJELASAN

~Peraturan Dasrab Kotamadys Surabaja tentarig thira mendis
penagihan padiskireceiben Osersh -,;:{;,,, o3 ?:’kn..'

I. Ketentyan
tunggakantunggakan

. Pasal 30
undang No. 11

ntuan pokok m& mengatur tisra mendjalankan penagthan

' dengan surat paksa tertjantum datam -
) k Daerah™ (Undar
56 th. 1957
Usi Daerah” (Undang-
o 1957,

2

I
o
£
51
&
3

2. Berdasarksn k
hukum jang sama dan difa
urusan perdata jang tidak
sameal dengan 224 dan py
Reglement”. (Sthi. 1941 N
Sut tidak dapat digunakan
geri, sedangkan menurys
i, dan I8 Undang-
‘eécrang pegawal jang

3. Selandjutnis ber
(1} Uﬁ&ng»uudmg: Padjak
Daersh dipandang perfu untuk
‘umkan dalam pasal 3 bahwa
No. 63 th. 1959 juncto
adjak Negara deng&n
inkan surat paksa ps

4. Berdasarkan Peratoran Dasroh'
enagih padjskfreteibusi daers T atag
serzh oleh pegawai Jang ditundjuknja s bagai dj

L 3 ¢ 'c’ﬁtug;éf;__j&ii‘ untuk
‘enjampaikan surat-paksa dengan mm:§§uehmlngj, ‘djugs dapat dium&imhkgkan

‘«njitaan dan penfenderaan (gijzeling), dafam hal mana tanpa:dipersoalkan spakah djum-
" uang Jang cerhutang lebih ats¢ kurang dari Rp 150.— (Pasal 206 H.| R, o
@4l | Undang-undang No. | Dre tahun 1951} e

Pengadilan Negari hanja ‘bertla&_,..._x'ﬁ;hill terhadap Urusan tersebyg 9@
inggshan atay perse!iﬁhuh"*fUnding»und;aj No. 19 tshun 1959 pasal 7 gjac 3} dan
. pasal 11 ajac (i1) dan pasal 12).

5 SoBl ng diunduk cleh Keo Dursh unak masdlhilan s
iksa dan bertindak sebagal djurasita, dinamaksn "djure sika | usr bissa™ menurur

§37 tegas mentjan-
{Lembaran Negara
'g penagihan
guna mendja-




istilah jang dipakai dalam .Reglement op de Rechieriijke Organisatie” (Stbi.
No. 23) Jang menurut pasal 194 R.!.O. tersebut diharuskan mengutjapkan sumpat
iebih dahuiu dihadapan KepalaDaerah sebelum mendjalankan tugssnjs. Ut :

jang digunakan ld:lah sama dengan kata? sumpah djabatan jang lazim m
pegawal Daerah.

6. Selandjutnja bagl pegawai/djurusita Daerah berlaku ketentusn da
VII Rechterlijke organisatie dan berhak pula menerima ongkos-ongkos d
sual dengan ketentuan mengenai "Tarip” fang termuat BAB Il Scb. 1924

Tarip ongkos djurusita itu Kkini telah ﬁwthn tip kall menuruc Stbl. !
Selain itu djurusita djuga berhak atas .
tersendirl jang akan

ditetapkan o _
nurut pasal 5 Stbl. 1924 Ne. Mﬁj‘d -

Mengenai ¢ "”
mungkin diusahakan an” rups,
gakan-tunggakan padjal
dikenakan ongkos djals

Menurut '_ &
No 255 maka uncuk f ?‘ :
a. Rp 250 (dua rupish lima
linan surat-paksa, dimaksud
b. Rp. 3,— (tiga r-phhl
nings«osten), dimaksuy
¢.  Rp. 2,50 (dua rup
{relzas van berel

d  penggantian on ’,
ongkos hain-lain f3
atau penjanderaan.

8. Biaja .
menurat pasal | Stbl, - .
disesuaikan dengan pasal 33 o
bizja mana harus disetorkan kepada K

Demikian pula .bizja penjusunan surat paksa” dimaksud dalam pasal § e
Daerah Inl adalah hak Daerah berdasarkan ketentusn menurut .Tarlp" pasal 2
{recht v. redactie),

§. Dalam pasal 6 dimuat svate .escape-clausule” guna mnlpw'
jang mungkin timbul karena tidak/belum disturnjs sesuatu hsl jang bun;

ngan mater| inl.

Djika perlu, Kepala Daerzh dapst menetapkan Peraturan pellkunun - |
srah l:ﬂ misainja mengenal . Tata Usaha/Pembukuan” urusan Jang b '

.




